BABII

TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP

A. Perkawinan Beda Organisasi

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau
social control, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau social
engineering. Kedua fungsi itu diharapkan berjalan serempak, dapat menjaga
dan mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban
globalisasi.! Sebagaimana diyakini bahwa Islam adalah agama universal yang
mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah beberapa
organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdatul Ulama (NU) yang sering
dikatakan sebagai organisasi massa Islam tradisional yang saat ini berkembang
dan disebut sebagai Islam Nusantara, selain itu juga ada organisasi islam
Muhammadiyah yang berorientasi pada pendidikan, sosial keagamaan dan
dakwah, lalu organisasi islam LDII dan Al-Irsyad. Organisasi islam dibentuk
berdasarkan kesamaan atau tujuan, misalnya : agama, pendidikan dan sosial.
Maka dapat dikatakan organisasi islam ini memiliki kesatuan tujuan untuk
tegaknya agama islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah serta melalui organisasi
inilah islam akan maju di dalam berbagai aspek selain agama, yaitu ekonomi,
sosial, dan budaya. Namun di era globalisasi sekarang ini perbedaan dalam

setiap organisasi islam memang tidak dapat dipungkiri menimbulkan banyak

! Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Meretas kebekuan Ijtihad, Isu-isu penting Hukum Islam
Kontemporer di Indonesia, (Cet. 11; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 3.
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perdebatan, apalagi dengan adanya media sosial yang berkembang perbedaan
itu seakan terlihat nyata.

Adanya perbedaan dalam Organisasi Islam dapat memicu beberapa
perdebatan selain dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal perkawinan.
Kesamaan dalam organisasi islam seakan menjadi penentu untuk
melangsungkan sebuah perkawinan karena berhubungan dengan Kafa'ah atau
Sekufu. Kedepannya dikhawatirkan akan ada dampak serius saat seseorang
menikah dengan beda organisasi islam, karena adanya perbedaan dalam
beribadah. Walaupun sebenarnya, perbedaan organisasi bukan menjadi syarat
untuk menikah. Tentunya setiap organisasi islam memiliki pertimbangan yang
berbeda terkait perkawinan beda organisasi islam dalam hal ini studi kasus
pada organisasi islam antara NU, Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad.

B. Organisasi Keagamaan Di Indonesia
a. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi islam di Indonesia yang
didirikan oleh para Kyai Pengasuh Pesantren. NU lahir pada 31 Januari
1926 M (16 Rajab 1344) di Kertopaten, Surabaya yang dipimpin oleh KH.
Hasyim Asy’ari. Sebuah organisasi yang dilahirkan oleh sejumlah ulama,
secara harfiah berarti “kebangitan para Ulama”. Nama Nahdlatul Ulama
(NU) diusulkan oleh KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz dari Surabaya (sepupu
KH. Mas Mansur, tokoh NU yang kemudian menyeberang ke

Muhammadiyah karena berbeda haluan dan pandangan keagamaan).
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Pengertian nama ini kurang lebih “gerakan serentak para ulama dalam
suatu pengarahan” atau “gerakan bersama-sama yang terorganisir”.?

Keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang
dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan
tradisi, telah mengubah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan
martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan
yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Spirit
kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi
sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai
jawabannya, munculah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.’

Disisi lain berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan
dan perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama pada
perempat pertama abad ke-20. Kelahirannya diawalil dengan munculnya
Tashwirul Afkar (1922) — dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri — sebagai
gerakan keilmuan dan kebudayaan dan Nahdlatul Wathan (1924) yang
merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan.*

Nahdlatul Ulama (NU) adalah pada dasarnya sebuah identitas
kultural keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Nusantara. Apapun
jabatan dan profesinya, apapun pendidikan dan keahliannya, apapun partai

dan pilihan politiknya, jika kita sholat subuh membaca qunut, ketika

% Pertunbuhan dan Perkembangan NU, (Surabaya : Duta Aksara Mulia, 2010) hal. 4
3 Ibid, hal. 11

4 Mujamil Qomar, NU Liberal dan Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam
, (Bandung, Mizan 2002) hal. 31

17



meninggal dunia keluarga akan melakukan tadarus atau tahlil, ketika bulan
maulid mereka gemar mendendangkan syair puja-puji dan shalawat untuk
kanjeng Nabi Muhammad SAW, minimal tidak membid’ahkannya. Berarti
mereka adalah warga NU.

Orang Nahdliyin, perbedaan tafsir, madzab, atau aliran dalam tiap-
tiap agama adalah cermin dari keluasan makna yang terkandung dalam
ajaran kitab-kitab secui. Demikian juga dengan kekayaan budaya dan
sejarah dari umat masing-masing yang dimana itu adalah cermin dan
kekayaan yang Allah ciptakan dalam kehidupan manusia. Yang terpenting
tidak saling menghancurkan hanya dikarenakan perbedaan madzab.
Sesungguhnya diperlukan kerendahan hati untuk menerima perbdeaan-

perbedaan, bukan untuk menhancurkan dan menakfikkan.’

b. Muhammadiyah

K.H Ahmad Dahlan ketika kecil bernama Muhammad Darwis.
Lahir pada tahun 1868 di Kampung Kauman sebelah Barat Alun-alun
Utara Yogyakarta. Dahlan berasal dari keluarga muslim yang taat. Ayah
dan kakek dari pihak ibunya adalah seorang pegawai masjid (penghulu),
salah seorang dari 12 penghulu di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ibunya
adalah putri dari H. Ibrahim yang menjabat penghulu Kasultanan.

Muhammad Darwis masih keturunan Maulana Malik Ibrahim yaitu salah

2006)

5 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
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satu dari wali sembilan (wali songo) yang terkenal. Ahmad Dahlan
merupakan keturunan ke 12.°
Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula
dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral.
Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan,
kemiskinan, dan kterbelakangan umat. Kegelisahan religius ini muncul
karena melihat praktek keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat
kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping sarat takhayul,
bid’ah dan khurafat. Kegelisahan moral ini disebabkan oleh kaburnya
batas baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Diitnjau dari beberapa
faktor, menurut M. Kamal Pasha dan A. Adaby Darban dalam bukunya
“Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam perspektif Historis dan
Idieologis” latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah secara
garis besar dapat dibedakan menjadi 2 faktor yaitu :
a) Faktor Individu K.H A. Dahlan
Faktor subyektif yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan
sebagai faktor utama dan penentu dalam mendorong berdirinya
Muhammadiyah adalah pendalaman dan kajian K.H A. Dahlan
terhadap al-qur’an yang kritis. Ketika memahami QS. Ali Imron :

104 7

¢ Agus Miswanto, Sejarah Islam dan Kemuhamadiyahan, Pusat Pembinaan Dan
Pengembangan Studi Islam (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012). Hal : 48

7 Kementerian agama R1, AI-Qur ‘an terjemah dan tajwid, Penerbit : Sygma Creative
Media Grup, Bandung, Februari 2014
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang
beruntung” (OS. Ali Imran : 104)

Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasi K.H A.
Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah
perkumpulan, organisasi, atau persyarikatan yang teratur dan rapi
yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah islam amar
makruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat luas.®

b) Faktor Eksternal
a. Ketidakmurnian dan tidak selarasnya Amalan Islam dengan
Qur’an dan Sunnah
Dalam realitas empirik, praktek-praktek ritual
(ubudiyah) masih banyak bercampur aduk antara apa yang
diajarkan oleh Islam dengan berbagai amalan lain yang
berasal dari ritual kepercayaan lain. Sebagai contoh, masih
mentradisinya sesaji yang ditunjukkan kepada para arwah,
kepada roh-roh halus, selamatan kematian misalnya
menujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari
dengan bacaan tertentu seperti bacaan tahlil yasin, ayat
kursi dan sebagainya yang pahalanya dihadiahkan kepada

orang yang sudah meninggal. Amalan tersebut jelas

8 Agus Miswanto, Sejarah Islam dan Kemuhamadiyahan, Pusat Pembinaan Dan
Pengembangan Studi Islam (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012). Hal : 44
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bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam hal
kepercayaan masyarakat.’

Islam masih banyak yang percaya terhadap
perantara (wasilah) yang akan menghubungkan antara
dirinya dengan Allah, seperti bertawashul kepada Syaikh
Abdul Kadir Jailani, Kepada Nabi, Malaikat, dan para
Aulia (Wali) dan lainnya. Paham ini jelas bukan dari Islam,
bahkan dalam konsep Islam, Tuhan sangat dekat sekali
dengan hambanya, yang oleh karena itu tidak memerlukan
perantara sewaktu memohon kepadaNya. '

Tidak dapat Lembaga Pendidikan Islam yang memadai

Lembaga pendidikan islam yang ada pada saat itu
adalah pesantren yang hanya mengajarkan ‘mata pelajaran
agama’ dalam arti sempit yaitu terbatas pada bidang : figh
agama, yang meliputi mata pelajaran bahasa Arab,
terjemah, tafsir, hadis, tasawuf/akhlak, ilmu mantiq, dan
ilmu falak. Sedangkan mata pelajaran yang bersangkutan
dengan urusan keduniaan (muamalah duniawiyah) yang
sering disebut ilmu pengetahuan umum seperti sejarah,
ilmu bumi, fisika, kimia, biologi, matematika, ekonomu,

dan sosiologi sama sekali tidak diperkenalkan di lembaga

? Ibid. Hal. 44
10Tbid, hal. 44-45
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pendidikan  Pesantren.  Padahal lewat ilmu-ilmu
pengetahuan ini, seorang muslim akan mampu
melaksanakan tugas-tugas keduniaan yang penting.'!

Melihat situasi semacam ini, K.H A. Dahlan
berikhtiar untuk menyempurnakan pendidikan yang ada
dengan mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan
umum. Sehingga dengan pendidikan yang padu tersebut
akan lahir generasi muslim yang “bertakwa kepada Allah”
sekaligus “cerdas lagi terampil” yang dalam terminologi al-
qur’an disebut ulul albab.
Kelemahan kepemimpinan Islam

Menurut K.H A. Dahlan, ada tiga kelemahan
pemimpin : 1. Terbatasnya pengetahuan; 2. Lebih banyak
bicara daripada berbuat; 3. Lebih mementingkan kelompok
dari}:;ada kepentigan umum. Bagi Dahlan persaudaraan dan
kebahagiaan hidup bersama adalah suatu kebenaran. Dalam
perspektif ini Muhammadiyah lahir dengan di dorong
kesadaran yang dalam tentang tanggungjawab sosial pada
masa itu sangat terabaikan. Dengan kata lain, doktrin sosial

Islam tidak digumullkan dengan realitas umat.'

11 Ibid, hal. 45
12 Ibid, hal. 45

22



d. Meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat
indonesia
Kaum kolonial termasuk Belanda masuk menjajah
Indonesia mengibarkan panji “tiga G” yaitu Glory, gold,
dan gospel. Pertama, Glory (menang) suatu motif untuk
menjajah dan menguasai negeri jajahan sebagai daerah
kekuasaanya. Kedua, Gold (Emas) adalah motif ekonomi
yaitu mengeksploitasi, memeras dan mengeruk harta
kekayaan negeri jajahan. Ketiga Gospel (injil) yaitu motif
menyebarluaskan ajaran Kristen kepada anak negeri
jajahan.’?
¢. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah
Indonesia. LDII memiliki tujuan untuk meningkatkan kuallitas
peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan masyarakat, berbangsa
dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya. LDII berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur.

Visi dari LDI yaitu “Menjadi organisasi dakwah Islam yang
profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani
dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah
kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk

memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang

13 Ibid, hal. 46
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kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun,

kompak, dan dapat bekerjasama yang baik”

Sejalan dengan visi organisasi tersebut, maka misi Lembaga
Dakwah Islam Indonesia adalah “Memberikan konstribusi nyata dalam
pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian,
pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara
menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi,
tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” 4

. Al-Irsyad

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam’iyat al-Islah wal
Irsyad al-Islamiyyah) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332
H). Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-
[slamiyyah yang pertama, di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru
dikeluarkan pemerintah Kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915.

Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-’Alamah Syeikh
Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang beras;cll
dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas
permintaan perkumpulan Jami’at Khair -yang mayoritas anggota
pengurusnya terdiri dari orang;orang Indonesia keturunan Arab

golongan sayyid, dan berdiri pada 1905. Nama lengkapnya adalah

4 ibid
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SYEIKH AHMAD BIN MUHAMMAD ASSOORKATY AL-
ANSHARY.

Al-Irsyad  adalah  organisasi Islam  nasional.  Syarat
keanggotaannya, seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Al-Irsyad
adalah: “Warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam yang
sudah dewasa.” Jadi tidak benar anggapan bahwa Al-Irsyad merupakan
organisasi warga keturunan Arab. Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai
sifat khusus, yaitu Perhimpunan yang berakidah Islamiyyah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan,
pengajaran, serta social dan dakwah bertingkat nasional. Perhimpunan
ini adalah perhimpunan mandiri yang sama sekali tidak mempunyai
kaitan dengan organisasi politik apapun juga, serta tidak mengurusi
masalah-masalah politik praktis

Setelah tiga tahun berdiri, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka
sekolah dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa.
Setiap cabang ditandai dengan berdirinya sekolah (madrasah). Cabang
pertama di Tegal (Jawa Tengah) pada 1917, dimana madrasahnya
dipimpin oleh murid Syekh Ahmad Surkati angkatan pertama, yaitu
Abdullah bin Salim al-Attas. Kemudian diikuti dengan cabang-cabang
Pekalongan, Cirebon, Bumiayu, Surabaya, dan kota-kota lainnya.

Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai
kelompok pembaharu Islam di Nusantara, bersama Muhammadiyah dan

Persatuan Islam (Persis). Tiga tokoh utama organisasi ini: Ahmad
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Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hassan (A. Hassan), sering disebut
sebagai “Trio Pembaharu Islam Indonesia.” Mereka bertiga juga
berkawan akrab. Malah menurut A. Hassan, sebetulnya dirinya dan
Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Surkati, meski tak terikat
jadwal pelajaran resmi.

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah memiliki empat organ aktif
yang menggarap segmen anggota masing-masing. Yaitu Wanita Al-
Irsyad, Pemuda Al-Irsyad, Puteri Al-Irsyad, dan Pelajar Al-Irsyad. Peran
masing-masing organisasi yang tengah menuju otonomisasi ini (sesuai
amanat Muktamar 2000), cukup besar bagi bangsa. Pemuda Al-Irsyad
misalnya, ikut aktif menumpas pemberontakan G-30-S PKI bersama
komponen bangsa lainnya. Sedang Pelajar Al-Irsyad termasuk salah satu
eksponen 1966 yang ikut aktif melahirkan KAPPl (Kesatuan Aksi
Pemuda dan Pelajar Indonesia).

Di luar empat badan otonom tersebut, Al-Irsyad Al-Islamiyyah
memiliki majelis-majelis, yaitu Majelis Pendidikan & Pengajaran,
Majelis Dakwah, Majelis Sosial dan Ekonomi, Majelis Awqaf dan
Yayasan, dan Majelis Hubungan Luar Negeri. Di luar itu ada pula
Lembaga Istisyariyah, yang beranggotakan tokoh-tokoh senior Al-Irsyad

dan kalangan ahli).
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C. Perkawinan menurut Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau nikah menurut bahasa atau secara etimologi
adalah berkumpul, bersetubuh, dan bersenggama.'®> Perkawinan menurut
hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsaaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya
merupakan suatu bentuk ibadah.'®
Sedangkan menurut terminology perkawinan adalah akad yang
memperbolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama
wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan oleh sebab
keturunan atau sebab satu susuan.'”
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian,
pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya
dikandung dalam kata nikah atau fazwij dan merupakan ucapan

seremonial yang sakral.'®

15 Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia, (Jakéna: Elex Komputindo, 2010) hal. 83

16 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hal. 78 '

7 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011) hal. 4

¥ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 8
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Dasar Hukum Al-Quran yang menjadi dasar dari perkawinan

adalah Allah SWT berfirman dalam surah Ar-rum 21 yang berbunyi :'°
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Tujuan Perkawinan
Tujuan dari perkawinan adalah salah satunya untuk menghindarkan
manusia dari perbuatan zina. Lebih spesifik dijelaskan bahwa tujuan
perkawinan adalah :
Pertama, untuk mendatangkan ketentraman batin, timbulnya kasih
sayang dan cinta antara suami istri, anak dan seluruh anggota keluaréa.

Allah SWT berfirman dalam surah Ar-rum 21 yang berbunyi :*°

19 Kementerian agama RI, A/-Qur ‘an terjemah dan tajwid, Penerbit : Sygma Creative
Media Grup, Bandung, Februari 2014

20 Kementerian agama R, A/-Qur ‘an terjemah dan tajwid, Penerbit : Sygma Creative
Media Grup, Bandung, Februari 2014
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.

Kedua, untuk melanjutkan dan meneruskan keturunan. Pernikahan
membantu terciptanya masyarakat dengan anak yang mereka lahirkan dalam
naungan kedua orangtua yang saling menyayangi dan mengasihi yang bisa

mengerti bagaimana membentuk kecerdasan sang anak.*'

Ketiga, menjauhkan dan menyelamatkan dari kerusakan akhlak.
Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah akan menjauhkan manusia
perilaku yang menyimpang semisal pergaulan bebas yang seiring
berkembangnya zaman saat ini begitu sangat memprihatinkan bagi generési

penerus.

Keempat, memperluas lingkup kekerabatan dan menciptakan ruang

untuk saling bantu. Pernikahan itu memberikan dampak positif yaitu

2! Mushthafa al-bughna, mushthafa al-khann, ali al-syurbaji, Fikih Manhaji Kitab Fikih
Lengkap Imam asy-Syafii, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 603
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memperluas wilayah kekerabatan, dengan sebab hubungan pernikahan ini

akan muncul garis kekerabatan baru yang saling menyayangi.*

Tujuan lain dari dilaksanakannya sebuah perkwinan ialah untuk
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dimana
sakinah berarti terang, mawaddah berarti keluarga yang di dalamnya
terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal jasmani, sedangkan
rahmah berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni

berkaitan dengan hal kerohanian.
3. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima, yaitu shighat, istri, suami, wali dan dua

orang saksi.?

Shighat, ijab dari wali sang istri seperti perkataannya €333 “aku
nikahkan engkau® atau & &8a& “aky nikahkan engkau dnegan anak
perempuanku.” Dan qabul dari sang suami, seperti perkataannya: &l

“aku terima nikahnya”.

Kedua, adanya mempelai perempuan (istri). Tidak ada hal-hal yaﬁg

melarang terjadinya pernikahan (wanita-wanita yang haram untuk dinikahi)

22 Tbid. Hal. 605

2 Mushthafa al-bughna, mushthafa al-khann, ali al-syurbaji, Fikih Manhaji Kitab Fikih
Lengkap Imam asy-Syafii, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 644-649
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Ketiga, adanya mempelai laki-laki (suami). Suami harus orang yang
halal untuk menikahi calon istrinya, dimaksudkan disini calon suami bukan

orang yang haram untuk dinikahi.

Keempat, wali. Perwalian dalam bahasa memiliki makna ‘kasih
sayang’ dan ‘pertolongan’. Adapun makna perwalian dalam arti syara’
adalah menyerahkan perkataan kepada orang lain dan mengawasi

perbuatannya.?*
G sl GASE o Eh slass 6 Selal ik sl L 1Y)y

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis ‘iddahnya, maka
Jjanganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya.” [Al-Bagarah/2: 232]

e (saly s Y g1y
“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.” (HR.
‘Abdurrazzaq (VII'215)
Pernikahan wanita yang sudah baligh atau masih anak-anak, janda,
atau perawan, harus ada seorang wali yang menyertai pada saat pernikahan
wanita tersebut. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan

tidak diperbolehkan untuk menikahkan wanita lain.

Kelima, saksi. Terkait dengan akad nikah, Islam mewajibkan

hadirnya dua orang saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah. Keduanya

24 Ibid. Hal. 649

25 Kementerian agama RI, A/-Qur ‘an terjemah dan tajwid, Penerbit : Sygma Creative
Media Grup, Bandung, Februari 2014
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juga harus memenuhi berbagai syarat, yang menjadikan keduanya dalam

kedudukan dipercaya dan tenang untuk mewujudkan pernikahan.

Perkawinan akan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan
rukunnya, sehingga perkawinan tersebut telah diakui oleh hukum syara,. Di
dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa “perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,
dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-

peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun

perkawinan, yaitu syarat bagi kelima rukun tersebut diatas sebagai berikut :
Syarat calon suami :

1. Bukan mahram dari istri

2. Tidak terpaksa/kemauan sendiri

3. Jelas orangnya

4. Calon suami tidak sedang berihram

5. Minimum usia 19 tahun (UU No. 1 tahun 1974)
Syarat calon istri :

1. Tidak ada hal-hal yang melarang terjadinya perkawinan (bukan

mahram suami)

2. Tidak berstatus sebagai istri orang lain
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3. Tidak dalam masa iddah

4. Tidak sedang berihram

5. Jelas orangnya atau adanya istri sudah ditentukan.

6. Usia minimal 16 Tahun (UU No.1 Tahun1974 pasal 6)

Syarat wali :

1. Islam

2. Laki-laki

3. Baligh

4. Sehat akal

5. Tidak dipaksa

6. Adil

7. Tidak sedang berihram

Syarat saksi sebagai berikut :

1. Islam

2. Laki-laki
3. Berakal
4. Baligh

5. Adil
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6. Mampu mendengar
7. Mampu melihat %
Syarat [jab Qobul :

1. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh keduanya baik pihak

laki-laki sebagai pelaku akad dan pihak penerima akad dan saksi.

2. ITjab qobulnya dilakukan dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan

tidak boleh diselingi dengan kata-kat alain.

3. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab kecuali lebih baik dari
ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan yang lebihh

tegas.?’
4. Persiapan Sebelum Perkawinan

Sesungguhnya kebahagiaan keluarga, memiliki keturunan dan
melangsungkan kehidupan rumah tangga, tergantung pada baiknya usaha
suami istri satu sama lain, tidak terpengaruh pada perasaan yang datang
atau kemaslahatan sementara. Semua itu berlandaskan pada dasar-dasar

yang abadi dan kokoh seiring dengan berlalunya waktu.?®

26 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III (Jakarta : Pena Pundi
Aksara, 2006) hal. 543 :

%7 Ibid, hal. 515 -516

28 Mushthafa al-bughna, mushthafa al-khann, ali al-syurbaji, Fikih Manhaji Kitab Fikih
Lengkap Imam asy-Syafii, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 630
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Karena perkawinan yang pengaruhnya sangat penting, dalam
waktu lama dan banyak beban hidup maka sebelum terjadi akad nikah
harus melakukan langkah-langkah yang hendaknya ditempuh oleh pelamar
maupun dilamar. Sehingga, apabila menghadapi akad nikah, keduanya
telah siap dan masing-masing merasa tenang baik dalam menghadapi
karakter dan kepandaiannya yang akan mewujudkan tujuan perkawinan.
Jiwanya juga merasa tenang menyambut ikatan pernikahan. Jiwanya juga

merasa tenang menyambut ikatan perkawinan dengan pasangannya.?’

Islam telah memberitahukan kriteria yang ada pada wanita yang
dilamar, begitu juga yang ada pada lelaki yang melamar. Kriteria tersebut

yaitu :
1) Taat beragama dan berbudi pekerti baik

Lelaki dituntut untuk taat beragama dan berbudi pekerti baik.
Demikian pula para wanita, ia harus taat beragama dan baik budi
pekertinya. Hikmah mengutamakan yang taat beragama dan berbudi
pekerti baik bahwasanya ketaatan beragama akan kokoh sepanjang
zaman, sedangkan berbudi pekerti baik akan terus konsisten seiring
berjalannya waktu dan kehidupan. Apabila setiap pasangan memilih
agama dan budi pekertinya itu lebih terjamin untuk melangsungkan

kehidupan dan melanggengkan cinta kasih.*

2 Tbid, hal. 630
30 Ibid, hal. 631
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2) Nasab masing-masing pasangan

Maksud dari nasab disini adalah memiliki asal keluarga yang
baik dan mulia. Demikian juga di sunnahkan bagi suami memiliki
nasab yang baik karena hal itu lebih membantu dalam melanggengkan
kehidupan rumah tangga, dan lebih mendekatkan terciptanya keluarga
yang harmonis. Karena lelaki yang memiliki nasab yang baik hanya
terlahir dari keluarga yang mulia. Apabila mencintai, dia mencintai

dengan lebih mulia dan apabila marah ia tidak akan berbuat aniaya.’!
3) Sekufu (sepadan)

Yang dimaksud dengan kafa’ah adalah kesamaan antara

keadaan laki-laki dan perempuan yang mencakup beberapa hal :
a. Agama dan kebaikan

b. Mata pencaharian

c. Tidak memiliki cacat permanen

Sekufu dalam perkawinan adalah hak istri dan walinya,
yakni meskipun bukan menjadi syarat sahnya perkawinan, tetapi
sangat diharapkan karena mencegah adanya aib pada istri dan
walinya, juga sebagai jaminan bagi kelanggengan hidup rumah

tangga. Hal ini karena gaya hidup dan pencaharian kduanya

31 Tbid, hal. 631
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berdekatan dan membuat keduanya senang. Tidak membahayakan

salah satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.*?

Calon mempelai wanita dan walinya berhak menggugurkan
hak kafa’ah, meskipun walinya menikahkannya dengan lelaki yang
tidak sekufu dengan persetujuan sang mempelai wanita.
Pernikahan itu tetap sah karena mencari yang sekufu adalah hak
seorang wanita dan walinya. Jika mereka rela dengan gugurnya
syarat kafa’ah tersebut, maka tidak perlu untuk dipermasalahkan

lagi.
D. Konsep kafa’ah dalam sebuah perkawinan

Kafa’ah berasal dari bahasa Arab dari kata (¢3S ), berarti sama atau
setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan
terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara.’® Dalam istilah
fikih, “sejodoh” disebut “kafa’ah”, artinya ialah sama, serupa, seimbang,
atau serasi. Yang dimaksud dengan kafa’ah atau kufu’ dalam perkawinan,
menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara
calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat
untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon
istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat

dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa’ah adalah

32 Ibid, hal. 633

3 Ahmad Warsono Munawir, Kamus Al-Munawar Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), hal. 1216
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keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama,

yaitu akhlak dan ibadah.3*

Dalam setiap perkawinan senantiasa membutuhkan sebuah
kesamaan dalam banyaknya perbedaan yang tidak dapat dipisahkan dalam
sebuah kehidupan berumah tangga. Seperti halnya dalam pembahasan ini
terkait konsep kafa’ah dalam sebuah perkawinan. Yang mana kafa’ah itu
sendiri adalah sepadan atau setara. Kafaah dalam perkawinan, menurut
istilah hukum Islam, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan
suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi sehingga masing-masing
calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam
perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya
kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari
kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa’ah dianjurkan oleh Islam
dalam memilih calon suami istri, tetap itu tidak menentukan sehat autau
tidaknya perkawinan. Kafa’ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena
suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka
menimbulkan  problema Dberkelanjutan, dan besar kemungkinan

menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.*’

E. Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

34 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 96
35 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 96-97
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut, “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” *® Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Pencantuman Ketuhanan Yang
Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang sila

pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun asas-asas yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1/1974), yaitu

harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.

2. Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974) pada asasnya
seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita
hanya boleh memiliki satu suami, namun pengecualian (Pasal 3
ayat (2) UU No. /1974 dengan syarat yang diatur pada pasat 4 -5

UU No. 1/1974

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, hal. 5



3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga ikatan

batiniah.
4. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami-istri.

5. Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1

Tahun 1974

6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri

tersebut.

7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari

perkawinan tersebut.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa
dibatalkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pasal 22 menegaskan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawina P

Syarat Sah Perkawinan dalam Hukum Positif

Syarat sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan
syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka
dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah
memilki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula

halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah

%7 Ibid, hal. 22




timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi,
kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :*®

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu;

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa. “dengan mengindahkan tata cara
perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan
kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai

Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.*°

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut
hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan
agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-
undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan

ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Nomor 1

% |bid, hal. 7

39 Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 18
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Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai

akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.*’

40 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 34
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F. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan
diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penilit
lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian
secara mutlak.

Sejauh peneliti melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-
karya ilmiah yang pembahasannya tentang perkawinan beda organisasi, maka
perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara
seksama. Penelitin-penelitian tersebut ialah :

Penelitian pertama, oleh Fitria, NIM 04210205, yang berjudul
“Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga : Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong
Lamongan” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil
penelitian ini memperoleh kesimpulan, bawha realitas tersebut dapat
menimbulkan ketakutan dengan gunjingan masyarakat, karena dengan apa
yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dilakukan masyarakat sekitar. Merasa
cemas menjalani kehidupan yang dijalaninya, menjalani kehidupan dengan
paksaan dan ketegangan dapat menimbulkan kecemasan dalam diri mereka.
Jauh dari keluarga, dan mencampur adukkan faham ketika keimanan dalam
hati dapat digoyahkan akibat rasa cinta, maka hal yang dapat merusak sesuatu

yang mereka yakini selama ini terjadi.*! Persamaan dengan penelitian yang

4 Fitria, Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap

keharmonisan rumah tangga (studi di masyarakat Sidomukti, Brondong Lamongan), Skripsi S1
(Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)
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sedang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda
organisasi, perbedaannya adalah penelitian terdahulu meniliti berdasarkan dua
organisasi yaitu NU, Muhammadiyah, sedangkan penelitian sekarang meneliti
berdasarkan empat organisasi yaitu NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad.

Penelitian kedua, oleh Syaifuddin Zuhdi (UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2015), yang berjudul Management Konflik Pasangan Beda Organisasi
Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi };asangan
Perkawinan Warga NU, Muhammadiyah di Batu Malang). Hasil dari
penelitian ini adalah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat keluarga yang
bersifat moderat dan konservatif dalam membina keluarga. Tantangan yang
dihadapi pasangan beda organisasi keagamaan berasal dari faktor internal dan
eksternal keluarga. Management yang digunakan lebih kepada model dominasi
— menghindar yang menga;ah ke win — lose solution dan kompromi akomodasi
yang mengarah ke win-win solution.*> Persamaan dengan penelitian yang
sedang diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait hubungan
perkawinan beda organisasi, dan perbedaannya dengan penelitian sekarang
asalah penelitian sekarang menekankan pada persepsi hukum terhadap
perkawinan beda organisasi.

Penelitian ketiga, oleh Thdal Umam Al-Azka (UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2015), yang berjudul Keharmonisan Rumah Tangga Dalam

Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sunbersuko,

%2 Syaifuddin Zuhdi, Management konflik pasangan perkawinan beda organisasi
keagamaan dan implikasinya terhadap keluarga sakinah (studi pasangan perkawinan warga NU-
Muhammadiyah di Kota Batu. Thesis S2 (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2015)
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Kec. Tajinan, Malang). Hasil penelitian menyimpulkan, perkawinan beda
organisasi keagamaan memiliki keadaan rumah tangga yang berbeda dengan
masyarakat lainnya, kondisi demikian, membutuhkan rasa pengertian yang
mendalam antara suami dan istri serta keluarga yang bersangkutan. Pasangan-
pasangan ini juga harus menerima ketidaknyamanan atau ketidakbahagiaan
yang ada dalam keluarga mereka. Selain itu, keluarga ini juga harus lebih
mengerti dan menerima kehidupan yang akan datang tidak hanya dari sisi
psikologis namun juga dari sisi sosial. Terdapat suasana kehidupan yang akan
mereka terima baik yang buruk dan menggunjing keluarga mereka ataupun
yang baik dan mendukung perbedaan da.lam keluarga ini.** Persamaan dengan
penelitian yang sedang diteliti oleh penulis adalah, sama-sama melakukan
penelitian yang berhubungan dengan perkawinan beda organisasi dan
perbedaannya dengan pénelitian yang sekarang adalah peneliti lebih
menckankan kepada empat organisasi yaitu NU, Muhammadiyah, LDII dan

Al-Irsyad.

43 Thdal Umam Al-Azka, Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perkawinan Beda
Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbersuko, Kec. Tajinan, Kab. Malang), Thesis s2
(Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)
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